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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan lingkungan menjadi suatu masalah yang sangat krusial dan tidak 

ada habisnya di Indonesia. Padahal, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas 

kehidupan kita, khususnya di bidang kesehatan. Lingkungan mengalami degradasi 

akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengedepankan 

prinsip kelestarian ekologis. Salah satu permasalahan lingkungan yaitu sampah.  

Masalah sampah menjadi salah satu fokus dalam Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), tepatnya pada poin 

6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, poin 11 yaitu Kota dan Permukiman yang 

Berkelanjutan, dan poin 12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. 

Poin-poin tersebut menekankan pengelolaan masalah sampah dengan prinsip reduce 

(mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang) untuk 

menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Pada poin 6 yang berkaitan dengan 

penciptaan sanitasi layak, sampah merupakan salah satu dari kelima pilar sanitasi yang 

harus harus diselesaikan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, 

bahkan ke badan air tentu dapat mengurangi kualitas air sehingga dapat menyebabkan 

krisis air bersih. Pada poin 11 yaitu penciptaan kota dan permukiman yang 

berkelanjutan, sampah perkotaan juga menjadi salah satu bidang yang sangat 

diperhatikan dan perlu ditangani untuk mengurangi wilayah kumuh sehingga dapat 

mewujudkan permukiman layak dengan kondisi lingkungan yang baik. Kemudian, 

pada poin 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga memfokuskan 

pada masalah sampah. Hal ini dikarenakan pola konsumsi dan produksi yang 
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berlebihan dan tidak memperhatikan aspek berkelanjutan dapat meningkatkan jumlah 

sampah yang dihasilkan dan tentunya dapat merusak kelestarian lingkungan.  

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah 

adalah sisa dari aktivitas kehidupan sehari-hari dan/atau yang berasal dari proses alam 

yang berbentuk padat. Produksi sampah di masyarakat tentu berbanding lurus dengan 

kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan, setiap rumah 

tangga akan menghasilkan sampah setiap harinya akibat dari aktivitas yang dilakukan. 

Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanganan sampah yang 

bertanggung jawab. Padahal, tidak semua sampah tersebut dapat terangkut untuk 

dibawa ke TPA, karena jumlah timbulan sampah tidak seimbang dengan kondisi lahan 

yang ada. Oleh karena itu perlu adanya upaya penanganan atau pengelolaan sampah 

yang baik. Pengelolaan sampah merupakan tindakan untuk mengumpulkan, memilah, 

mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah, sehingga dapat 

membantu mengurangi jumlah timbulan sampah yang nantinya dibawa ke 

pembuangan akhir. Namun masih banyak terdapat kendala dalam sistem pengelolaan 

sampah di Indonesia yaitu jumlah sampah yang dihasilkan tinggi, pelayanan 

pengelolaan sampah masih rendah, jumlah TPA yang terbatas, institusi pengelola 

sampah dan masalah anggaran (Kardono dalam (Mahyudin, 2017). 

Data dari The Economics Intelligence Unit tahun 2022 menyatakan bahwa 

Indonesia merupakan negara kedua sebagai penghasil sampah terbesar di dunia setelah 

Cina (Utari dkk., 2023). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara akumulatif 

timbulan sampah di Indonesia tahun 2022 sekitar 35 juta ton per tahun. Dari total 

tersebut baru 62,06% atau sekitar 21 juta ton sampah yang terkelola, dan masih 
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terdapat 37,94% atau sekitar 13 juta ton sampah yang tidak terkelola. Dimana sampah 

tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga dengan jenis sisa makanan dan sampah 

plastik. Terdapat beberapa provinsi sebagai penghasil sampah terbanyak di tahun 2022 

yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Tahun 2022 

No. Provinsi 
Jumlah Timbulan 

Sampah (Ton) 

1. Jawa Tengah 5.330.406,30 

2. Jawa Timur 4.954.299,38 

3. Jawa Barat 4.894.648,33 

4. DKI Jakarta 3.112.381,40 

5. Banten 2.627.865,54 

6. Sumatera Utara 1.906.079,33 

7. Sumatera Selatan 1.326.447,73 

8. Bali 1.027.433,75 

9. Sulawesi Selatan 908.859,45 

10. Riau 830.371,37 

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional (SIPSN) Kementerian LHK 

Berdasarkan data tabel di atas,  terdapat 10 provinsi sebagai penghasil sampah 

terbesar di Indonesia pada tahun 2022 yaitu Jawa Tengah sebagai urutan pertama 

dengan jumlah sampah 5.330.406,30 ton, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, DKI 

Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Riau. 

Sumatera Selatan menduduki peringkat ke 7 (tujuh) sebagai provinsi yang 

memberikan sumbangsih sampah terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 1.326.447,73 

ton.  

Kota Palembang menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbanyak 

di Sumatera Selatan. Berperan sebagai ibukota Sumatera Selatan menjadikan Kota 

Palembang sebagai pusat kota dan pusat aktivitas penduduk yang tentunya tidak 



4 

  

 
 

terlepas dari permasalahan sampah perkotaan. Tingkat produksi sampah yang tinggi 

mengakibatkan tidak semua sampah dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir di 

Sukawinatan. Kota Palembang diperkirakan menghasilkan sampah sekitar 1.180 ton 

per harinya. Dari total jumlah tersebut, hanya sekitar 900 ton sampah yang dapat 

diangkut.  

Tabel 2. Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 

No. Kabupaten/Kota 
Timbulan Sampah 

Harian (Ton) 

Timbulan Sampah 

Tahunan (Ton) 

1. Kota Palembang 1.204,97 439.815,66 

2. Kab. Banyuasin 578,73 211.235,90 

3. Kab. Muara Enim 432,36 157.811,87 

4. Kab. Ogan Komering 

Ulu Timur 
282,14 102.981,68 

5. Kab. Lahat 
269,61 98.406,85 

6. Kab. Musi Banyuasin 257,93 94.145,47 

7. Kab. Musi Rawas 
255,50 93.259,27 

8. Kab. Ogan Komering 

Ulu 
152,21 55.556,50 

9. Kab. Penukal Abab 

Lematang Ilir 102,24 37.316,32 

10. Kota Prabumulih 98,41 35.918,19 

Sumber:  Diolah oleh penulis berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional (SIPSN) Kementerian LHK 

Berdasarkan data di atas, Kota Palembang menghasilkan sampah dengan jumlah 

yang sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Dimana 

per harinya, Kota Palembang dapat memproduksi sampah hingga 1.204,97 ton dan 

439.815,66 ton per tahun. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Kota Palembang juga terus 

mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah yaitu pada tahun 2019 sebanyak 
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424.869,16 ton, tahun 2020 sebanyak 426.390,66 ton, tahun 2021 sebanyak 

430.791,65 ton dan pada tahun 2022 sebanyak 439.815,66 ton sampah. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. Jumlah Timbulan Sampah Kota Palembang Tahun 2019-2022 

Tahun 
Timbulan Sampah 

Harian (Ton) 

Timbulan Sampah 

Tahunan (Ton) 

2019 1.164,03 424.869,16 

2020 1.168,19 426.390,66 

2021 1.180,25 430.791,65 

2022 1.204,97 439.815,66 

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional (SIPSN) Kementerian LHK 

Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah sampah yang dihasilkan yaitu 

jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk ini 

akan mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga sampah yang 

dihasilkan pun akan semakin bertambah (Afriandi dkk., 2020). Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik Kota Palembang pada tahun 2022, penduduk Kota Palembang 

mencapai 1.729.546 jiwa. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah 

sampah yang dihasilkan sangat banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya. 

Namun, peningkatan sampah ini kemudian tidak diiringi dengan upaya untuk 

mengurangi jumlah sampah yang ada. Banyak masyarakat yang belum sadar untuk 

memilah atau memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak 

dapat terurai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan 

membuang sampah sembarangan.  

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kota Palembang menyatakan bahwa Kecamatan Ilir Barat I merupakan wilayah 

penghasil sampah terbanyak di Kota Palembang, dikarenakan wilayah tersebut 
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merupakan wilayah sentral dan memiliki jumlah pasar terbanyak. Selain itu, 

berdasarkan data dari BPS Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I merupakan 

wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kota Palembang yaitu sebesar 

150.381 jiwa pada tahun 2022. Mengacu pada hasil penelitian dari (Afriandi dkk., 

2020) yang menyatakan bahwa tingginya jumlah penduduk mempengaruhi banyaknya 

jumlah sampah yang dihasilkan.  

Pada wawancara tanggal 12 Desember 2023, Wakil Kepala UPTD LH 

Kecamatan Ilir Barat I menyatakan bahwa memang benar Kecamatan Ilir Barat I 

menjadi wilayah yang menghasilkan sampah dalam jumlah terbanyak. Namun, jumlah 

tersebut merupakan hasil akumulasi sampah yang dihasilkan penduduk lokal 

Kecamtan Ilir Barat I dengan para pendatang, mengingat bahwa Kecamatan Ilir Barat 

I merupakan pusat kota dengan jumlah hotel, kafe, dan restauran yang banyak. Beliau 

lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengetahui perkiraan jumlah sampah yang 

dihasilkan masyarakat Ilir Barat I dapat menghitungnya dengan rumus jumlah 

penduduk dikali 0,7. Hal ini sesuai dengan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, bahwa jumlah timbulan sampah 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

Timbulan sampah (kg/org/hari) = jumlah penduduk  x  0,7  

Maka jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kecamatan Ilir Barat I dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. Perkiraan Jumlah Sampah Kecamatan Ilir Barat I 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Timbulan 

Sampah Per Hari  

Jumlah Timbulan Sampah 

Per Bulan  

2020 143.877 100.713,9 kg (100,71 ton) 3.021.417 kg (3.021,42 ton) 

2021 147.608 103.325,6 kg (103,33 ton) 3.009.768 kg (3.009,77 ton) 

2022 150.381 105.266,7 kg (105,27 ton) 3.158.001 kg (3.158,00 ton) 

Sumber : Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka 2021, 2022, dan 2023 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa, setiap orang/penduduk di Kecamatan Ilir 

Barat I per harinya dapat menghasilkan sampah sekitar 100 ton dan 3 ribu ton setiap 

bulan, serta terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk. Mengingat produksi sampah tidak hanya berasal dari penduduk lokal maka 

kemungkinan jumlah sampah yang dihasilkan lebih banyak dari hasil penghitungan 

dalam tabel 5. Namun, dari ribuan ton sampah yang dihasilkan setiap bulannya, hanya 

beberapa ton saja yang dapat terangkut oleh DLHK Kota Palembang ke tempat 

pembuangan akhir (TPA) Sukawinatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. Jumlah Sampah Kecamatan Ilir Barat I yang Terangkut ke TPA 

Sukawinatan Tahun 2023 

Bulan Jumlah Sampah 

Januari 1.691,46  ton 

Februari 1.456,79 ton 

Maret 1.577,13 ton 

April 1.368,44 ton 

Mei 1.465,35 ton 

Juni 1.296,85 ton 

Juli 1.441,29 ton 

Agustus 1.290,29 ton 

September 1.328,52 ton 

Oktober 1.158,35 ton 

November 1.210,46 ton 

Desember 1.279,36 ton 

Sumber : UPTD TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang 

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah sampah Kecamatan Ilir Barat I yang 

dapat diangkut ke TPA hanya sekitar 1.600 ton per bulannya atau sekitar 50 ton per 

hari. Maka dari itu, diperlukan tindakan dan kepedulian yang nyata terhadap 

lingkungan dalam rangka mengurangi timbulan sampah sehingga dapat pula 

mengurangi jumlah gunungan sampah yang ada di TPA. Mengingat tidak semua 

sampah yang ada di TPA dapat terkelola.  
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Masalah sampah tersebut kemudian menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota 

Palembang. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

Pasal 9 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan 

untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah di daerah yaitu dengan merumuskan 

dan menetapkan kebijakan dan strategi yang didasarkan pada kebijakan nasional dan 

provinsi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan Peraturan 

Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.  

Kegiatan pengelolaan sampah terbagi menjadi dua yaitu pengurangan sampah 

dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dimulai dari pemilik sampah (sumber) 

hingga ke tempat pembuangan sementara (TPS), sedangkan penanganan sampah 

dimulai dari tempat pembuanga sementara (TPS) hingga ke tempat pembuangan akhir 

(TPA). Kegiatan pengurangan sampah berperan sangat penting karena berpengaruh 

terhadap jumlah sampah yang akan dibawa ke TPA. Salah satu program untuk 

mendukung pengurangan sampah adalah Bank Sampah. Hal ini didasarkan pada 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.   

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 pasal 4 

disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah dan 

dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya, 

dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut dalam 

pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum 

dalam pasal 4 tersebut, Pemerintah Kota harus menetapkan kebijakan dan strategi 

pengurangan sampah. Dimana hal tersebut kemudian dijelaskan kembali pada pasal 8 
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yang menyatakan salah satu arah kebijakan pengurangan sampah yaitu pengurangan 

sampah pada sumber dan salah satu strateginya yaitu dengan meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui 

kampanye dan edukasi. Maka dari itu, diadaptasikan dan didirikan Bank Sampah 

bersama masyarakat untuk membantu mengatasi masalah sampah di wilayah Kota 

Palembang, yang dijadikan sarana untuk mengurangi sampah dan sebagai model untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang dilakukan 

secara mandiri. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 

tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, disebutkan bahwa Bank 

Sampah adalah salah satu fasilitas yang digunakan untuk mengelola sampah dengan 

prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku 

dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, dimana bank sampah 

ini dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. 

Salah satu bentuk Bank Sampah adalah BSU (Bank Sampah Unit) yang melayani 

pengelolaan sampah di level RT, Kelurahan, atau Desa. Jenis sampah yang diterima 

oleh Bank Sampah dapat berupa sampah organik maupun non-organik. Bank Sampah 

ini berusaha membantu dan memberdayakan masyarakat untuk mengubah sampah 

menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Selain itu, Bank Sampah juga dapat digunakan 

sebagai fasilitas untuk mengubah perilaku masyarakat yang sadar akan masalah 

sampah dan bersedia untuk berkontribusi aktif dalam pengurangan sampah. Dengan 

ini, Bank Sampah diharapkan dapat membantu mengatasi masalah persampahan 

dengan mengurangi volume timbulan sampah, sehingga sampah yang dibawa ke TPA 

hanya sampah sisa yang memang tidak bisa dikelola secara mandiri. 
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Apabila Bank Sampah dapat berjalan dengan optimal dan efektif, harapannya 

timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA dapat berkurang. Hal ini sebagai upaya 

untuk menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sehingga dapat tercipta 

suatu tata kelola lingkungan yang baik atau good environmental governance.  Good 

Environmental Governance adalah suatu tata kelola lingkungan yang baik, yang 

didalamnya melibatkan seluruh stakeholder karena mereka memiliki peran yang 

berdampak pada lingkungan. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat, LSM, 

pemerintah, dan sektor swasta yang  saling bekerja sama untuk menciptakan suatu 

pemerintahan yang efektif menuju masa depan yang berkelanjutan (Huong, 2010 

dalam (Nafi’ah, 2015). Dengan kata lain, suatu tata kelola lingkungan yang baik dapat 

terwujud apabila seluruh aktor di dalamnya saling bekerja dan mengupayakan sesuai 

dengan peran masing-masing untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Tata 

lingkungan yang baik tersebut dapat tercapai apabila suatu program lingkungan telah 

dilaksanakan berdasarkan prinsip atau telah menerapkan prinsip good/effective 

environmental governance, termasuk dalam program Bank Sampah. 

Guna mengatasi masalah sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I, Pemerintah 

Kota Palembang dan pemerintah setempat telah memiliki dan membina program Bank 

Sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota 

Palembang, Kecamatan Ilir Barat I memiliki tiga Bank Sampah yang tersebar di 

beberapa kelurahan, yaitu Bank Sampah Kartini di Kelurahan Lorok Pakjo, Bank 

Sampah Eco Green House di Kelurahan Siringagung, dan Bank Sampah Ittifaq di 

Kelurahan Bukitbaru. Namun, berdasarkan survey di lapangan, saat ini Kecamatan Ilir 

Barat I hanya memiliki satu Bank Sampah yang masih beroperasi dan aktif hingga 

sekarang yaitu Bank Sampah Kartini. Keberadaan Bank Sampah  tersebut diharapkan 

dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I 
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sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi lingkungan hidup 

wilayah sekitar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 yang menunjukkan perkiraan 

sampah yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan riset lebih lanjut untuk 

mengetahui good/effective environmental governance pada program Bank Sampah 

tersebut, karena pada dasarnya Bank Sampah merupakan salah satu sarana atau upaya 

untuk menciptakan suatu tata kelola lingkungan yang baik khususnya di bidang 

persampahan. 

Penelitian tentang Bank Sampah telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Di Palembang sendiri sudah pernah dilakukan penelitian tentang partisipasi 

masyarakat dalam program Bank Sampah, tepatnya yaitu Bank Sampah Sakura 

Kelurahan Talang Kelapa. Dimana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

partisipasi masyarakat terlaksana dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengambilan manfaat, dan monitoring/evaluasi (Darmawan & Tahyudin, 2019). Pada 

tahap perencanaan, masyarakat hadir dalam musyawarah, mengusulkan ide, dan ikut 

dalam pengambilan keputusan. Pada tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat 

yaitu membantu pelaksanaan, memberikan usulan, dan memberikan informasi. Pada 

tahap pengambilan manfaat, masyarakat ikut menikmati keuntungan dan memelihara 

lingkungan sekitar. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat ikut serta mengawasi 

pengembangan Bank Sampah, dan memberikan kritik dan saran. Namun, dalam 

penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam program Bank 

Sampah, belum menilai dari sisi yang lebih kompleks untuk menciptakan tata kelola 

lingkungan yang baik.  

Penelitian lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh (Asteria & Heruman, 2016) yang 

berjudul Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis 
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Masyarakat di Tasikmalaya. Hasil penelitian ini yaitu program Bank Sampah telah 

mendorong adanya capacity building masyarakat yang membentuk kemandirian dan 

keswadayaan masyarakat melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan dan 

kemampuan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mengelola lingkungan. 

Selain itu, Bank Sampah telah menstimulasi kreativitas dan inovasi masyarakat 

khususnya kaum perempuan  dalam mendaur ulang sampah. Hasil penelitian ini lebih 

menggambarkan capaian program atau manfaat program Bank Sampah bagi 

masyarakat. Namun, belum membahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip 

pengelolaan lingkungan yang baik yang harus dipenuhi oleh program Bank Sampah. 

Selanjutnya yaitu penelitian dari  (Mas Rara Tri Retno Herryani & Zaenal Arifin, 

2023) yang berjudul Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam 

Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori good 

environmental governance dari Belbase. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan 7 

prinsip good environmental  governance dalam pelaksanaannya masih banyak 

kendala.  Beberapa prinsip yang terlaksana dengan baik yaitu,  partisipasi dan 

representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi dan akses terhadap keadilan. 

Sedangkan prinsip aturan hukum, lembaga dan institusi, dan pengelolaan anggaran 

belum terlaksana dengan optimal. Namun penelitian ini tidak membahas lebih dalam 

terkait prinsip lain dari good environmental governance yang sangat penting, seperti 

pemberdayaan, komunikasi, dan kesadaran. 

Berdasarkan uraian di atas, alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini 

adalah: Pertama, Kota Palembang merupakan penghasil sampah terbanyak di 

Sumatera Selatan. Kedua, fakta bahwa terjadi peningkatan timbulan sampah setiap 

tahunnya di Kota Palembang dan dari total timbulan sampah tidak semua dapat 
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terkelola. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada 

tempatnya. Keempat, Kecamatan Ilir Barat I merupakan penghasil sampah terbanyak 

di Kota Palembang. Guna mengurangi masalah sampah tersebut, kemudian didirikan 

Bank Sampah, dengan harapan mampu membantu Pemerintah Kota dalam mengatasi 

masalah sampah yang ada di Kecamatan Ilir Barat I sehingga mampu menciptakan 

suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, dan lestari. Meskipun berdasarkan kenyataan 

dan penemuan  di lapangan, pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah di 

Kota Palembang, khususnya Kecamatan Ilir Barat I masih dikatakan belum berjalan  

dengan baik. Seharusnya, adanya program Bank Sampah ini dapat memberikan efek 

dan manfaat untuk mengurangi masalah sampah yang ada di wilayah Kecamatan Ilir 

Barat I. Oleh karena itu, pelaksanaan Bank Sampah hendaknya memperhatikan dan 

menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik sehingga dapat memberikan 

manfaat dan dampak secara optimal dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, 

khususnya dalam masalah pengelolaan sampah agar jumlah sampah yang dihasilkan 

dapat dikurangi timbulannya. Maka dari itu penelitian ini akan melakukan riset lebih 

lanjut apakah Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I telah menerapkan atau 

memenuhi prinsip good environmental governance untuk menciptakan suatu 

pengelolaan lingkungan yang baik serta menemukan dan mengidentifikasi hal-hal 

yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang menjadikan program 

Bank Sampah ini belum memberikan dampak yang siginifikan dalam proses 

pengelolaan sampah di bidang pengurangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana Penerapan Good Environmental Governance Pada Program Bank 

Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang? 

2. Apa saja faktor penghambat dari Penerapan Good Environmental Governance 

Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Mengetahui penerapan Good Environmental Governance Pada Program Bank 

Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. 

2. Mengetahui faktor penghambat dari Penerapan Good Environmental 

Governance Pada Program Bank Sampah di Kecamatan Ilir Barat I Kota 

Palembang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini sekiranya akan memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut.  

1. Manfaat Teoritis.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu 

administrasi publik, khususnya terkait penerapan good environmental governance 

dan proses deliberasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang program Bank Sampah, 

khususnya di Kecamatan Ilir Barat I sebagai salah satu program penangan 
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masalah lingkungan di bidang persampahan untuk mewujudkan good 

environmental governance. 

b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang penerapan good environmental governance berbasis 

masyarakat dalam program Bank Sampah di Kota Palembang. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan pula untuk membantu meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam penanganan 

masalah lingkungan di  bidang persampahan agar tercipta suatu tata 

lingkungan yang baik, khususnya bagi masyarakat di sekitar Bank Sampah 

yang ada di Kecamatan Ilir Barat I.  

c. Bagi Fakultas/Universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

bidang studi ilmu sosial politik, serta menambah bahan materi terkait good 

environmental governance, khususnya pada program Bank Sampah 

sebagai salah satu program pemerintah dalam menangani masalah 

lingkungan, yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya. 

d. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

dalam membuat kebijakan terutama untuk memaksimalkan dan 

mengoptimalkan program penanganan masalah lingkungan di bidang 

persampahan, khususnya pada program bank sampah. 

e. Bagi Subjek Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi dan acuan dalam meningkatkan penerapan good 

environmental governance melalui program-program penanganan 

masalah lingkungan berbasis masyarakat, khususnya Bank Sampah. 
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